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MOTTO

Kalau tidak karena ilmu, tidaklah dituntut amal dan kalau tidak karena
amal, tidaklah dituntut ilmu dan orang yang tergesa-gesa memburu pangkat
dengan ilmunya akan kehilangan ilmu banyak (Bisri, 1994: 41).
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RINGKASAN

Kajian Yuridis Pelaksanaan Pengukuran dalam Rangka Pendaftaran Hak
Milik atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Studi Kasus
Penyelesaian Selisih Luas Tanah Hasil Ukur Dengan Data Asal Pendaftaran),
Teguh Wicaksono, 020710101085, 2006, 43 hlm.

Tanah merupakan persoalan vang fundamental bagi bangsa Indonesia,
vang sendi ekonomi sosialnya sampai saat ini masih bercorak agraris. Walaupun
tidak menutup kemungkinan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pemukiman
penduduk.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai selisih luas
tanah antara luas tanah yang tersebut dalam data asal pendaftaran dengan luas
tanah dan hasil uvkur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan untuk
mengetahui penyebabnya, tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember dan kekuatan hukum  penyelesaian selisih luas
antara hasil ukur dengan data asal pendaftaran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan membahas
masalah yang telah dirumuskan.

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatil-empiris.
Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan
dan studi lapangan. Dalam menganalisis data dan permasalahan yang akan
dibahas menggunakan metode diskriptif kualitatif.

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori juga dituangkan dalam
penulisan skripsi ini sebagai bahan untuk membahas permasalahan sehingga dapat
diambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya
selisih luas tanah antara data asal pendaftaran dengan hasil ukur oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember, antara lain faktor teknik pengukuran, faktor alam
dan faktor manusia. Kebijaksanaan yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember untuk mengantisipasi terjadinya konflik dikemudian terhadap

Xl


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

adanya selisih lebih/kelebihan luas, dengan membuat Surat Pernyataan Kelebihan
Luas. Sedangkan untuk selisih kurang'kekurangan luas, dengan Surat Pemyataan
Kekurangan Luas.

Surat Pernyataan adalah perbuatan hukum bersegi satu yang hanya
menyebut dan ditandatangani oleh pihak yang membuat surat pernvataan
Sehingga kekuatan hukum dan surat pernyataan adalah tidak atau kurang
sempurna dan hanva dapat digunakan sebagai permulaan bukti tertulis. Walaupun
demikian surat pernyataan mempunyai relevansi hukum sehingga bisa digunakan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember setiap kali ditemukan fakta hukum
yang demikian.

Melihat fenomena tersebut penyusun menyarankan agar Badan Pertanahan
Nasional khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember harus mampu
menyelesaikan setiap permasalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari dengan
membuat suatu kebijakan yvang lebih tepat. Surat pernyataan sebaiknya diganti
dengan berita acara atau paling tidak dalam bentuk surat peganjian sehingga
mempunyar kekuatan hukum yang lebih kuat dan sempurna. Demi kepastian
hukum sebaiknya dikeluarkan atau dibuat Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember Tenmtang Tata Cara Penvelesaian Sehisth Luas

antara Data Asal Pendaftaran Tanah dengan Hasil Ukur.

xiv
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L PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan
Nasional yang sudah secharusnya dalam pemanfaatannya dikelola secara bijaksana,
Mengingat sifatnya yang relatif tetap dengan intensitas pemanfaatannya yang
semakin komplek seiring dengan perkembangan penduduk yang semakin
memngkat pula, Apalagi saat ini jumlah penduduk Indonesia termasuk yang
terbesar di dunia. Sehingga kebutuhan akan tanah dalam berbagai aspek akan
meningkat pula.

Tanah dibenkan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang
disediakan oleh Undang-lUindang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (L.N. Tahun 1960 No. 104, T.L.N. No. 2043) atau yang
lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk
digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-
hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah
sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti
diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnva dan air
serta ruang yang ada diatasnya. Oleh karena itu, dalam Pasal 4 ayat 2 UUPA
dinvatakan.

Bahwa hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ing
memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan,
demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang vang ada diatasnya,
sckedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan
dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang
dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Tanah merupakan persoalan yang fundamental bagi bangsa Indonesia,
vang sendi ekonomi sosialnya sampai saat ini masih bercorak agraris. Walaupun
tidak menutup kemungkinan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pemukiman

penduduk. Dewasa ini dengan adanya perkembangan masyarakat dan kemajuan
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teknologi, makin dirasakan adanya kepentingan hak dalam penataan hukum yang
memadai atau yang sesvai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Meningkatnya kebutuhan tanah akan meningkat pula perbuatan hukum
atas tanah, seperti jual beli, hibah, tukar menukar, waris, dan lain-lain. Semua itu
akan menimbulkan permasalahan di kemudian han apabila tidak ditangani dengan
pengaturan yang bijaksana. Untuk itu pemerintah berkewajiban mengatur sesua
garis-garis kebijaksanaan sebagai tugas pelayanan vyang harus diemban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yang selengkapnya
berbunyi sebagai berikut.

Hak menguasai dani Negara termaksud dalam ayat | pasal ini memben

wewenang untuk :

a. menpatur dan menyelenggarakan  peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,

¢. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa,

Dalam kegiatan pertanahan, maka setiap hak atas tanah harus didafiar guna
menjamin kepastian hukum. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19
avat (1) UUPA, vang berbunyi, “untuk memnjamin kepastian hukum oleh
Pemenintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”™.

Secara prinsip tujuan yang diharapkan dan suatu kegiatan pertanahan
adalah, sebagaimanyg disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaltaran Tanah, yaitu terwujudnya !

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun
dan hak-hak lain vang terdaftar agar dengan mudah dapat
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pthak  yang
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah
susun yang sudah terdafiar;

¢, untuk terselenggaranya tertib administrast pertanahan.
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Berdasar Pasal 19 avat (2) UUPA, kegiatan pendaftaran tanah yang
diselengearakan olch Pemerintah guna mencapai tujuan di atas, meliputi 3

pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b. pendafiaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang mencakup kegiatan
pengukuran, pemetaan dan pembukuan hak sangat terkait dengan aspek teknis,
yuridis, dan administratif data bidang tanah. Perolehan, pengelolaan dan
penanganan data pertanghan berbeda dengan kegiatan kerekayasaan lainnya.
Salah satu aspek dari penyelenggaraan pendafiaran tanah ini sangat terkait dengan
pertimbangan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap
subyek dan obvek hak atas tanah. Maka pengukuran bidang tanah yang dimohon
harus memenuhi kaidah teknis kadastral dan kaidah yuridis. Cara dan prosedur
perolehan  data ukuran bidang tanah harus memenuhi asas confradictoire
delemitane dan asas Specialifas.

Guna mewujudkan itu semua diharapkan prosedur pengukuran dan
pemetaan bidang tanah untuk keperluan kadastral dapat dibakukan. Sehingga dan
tahap persiapan sampai pelaksanaan pengukuran beserta pemetaan data hasil ukur
dapat dipertanggungjawabkan (R1, Badan Pertanahan Nasional, 2001:1).

Dalam mempertanggung jawabkan data hasil ukur yang berupa luas tanah
selalu dibandingkan dengan luas tanah dari data asal pendaftaran. Data asal
pendaftaran im dapat berupa akta, letter C, Petok, Girik, dan lain-lain
Berdasarkan pelaksanaan pengukuran di lapang sering sekali terjadi selisth luas
antara data asal pendaftaran dengan hasil ukur. Bahkan selisih luas tersebut, baik
itu berupa selisih kurang/kekurangan maupun selisih lebib/kelebihan dalam
jumlah yang sangat besar.

Meskipun vang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengukuran adalah
hatas-batas tanah vang ditunjuk oleh pemohon dan berdasar persetujuan tetangga
vang berbatasan (avas contradictoire delemitatie), namun hal ini masth sering

menimbulkan sengketa batas. Ini disebabkan karena semakin tingginya kebutuhan
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akan tamah, menyebabkan nilai ekonomis dari tanah menjadi tinggi. Semakin
tinggi nilai ekonomis dari tanah, maka kemungkinan terjadinya sengketa hak
maupun batas akan semakin besar, Terutama untuk tanah-tanah di daerah
perkotaan, pemukiman dan kawasan industri atau perdagangan.

Selain itu masalah pertanahan di perkotaan pada dasamya disebabkan oleh
meningkatnya kebutuhan akan tanah, sementara di lain pihak luas tanah yang
tersedia tidak bertambah, sehingga timbul konflik penguasaan dan penggunaan
tanah yang tidak jarang diselesaikan melalui jalur kekerasan (Sihombing, 2005:5).

Masalah-masalah dalam pelaksanaan pengukuran diatas juga serng
terjadi di Kabupaten Jember. Seringkali pemohon maupun tetangga yang tanahnya
berbatasan dengan tanah pemohon tidak mau menerima selisih luas tersebut.
Sehingga dapat menghambat proses pendaftaran tanah secara keseluruhan,

Dilatar belakangi hal-hal tersebut diatas, maka penyusun mengambil judul
skripsi : *“Kajian Yuridis Pelaksanaan Pengukuran dalam Rangka
Pendaftaran Hak Milik atas Tanah olch Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember (Studi Kasus Penyelesaian Selisih Luas Tanah Hasil Ukur Dengan

Data Asal Pendaftaran)”.

1.2 Ruang Lingkup

Agar tidak menyimpang dan tujuan penyusunan dan pembahasan yang
tidak fokus, maka diperlukan adanya ruang lingkup sebagai pembatas
permasalahan yang akan dibahas.

Pengukuran adalah suatu bagian dari prosedur pendaftaran hak mmhik atas
tanah untuk pertama kali, khususnya secara sporadik. Sedangkan selisih luas tanah
adalah termasuk selisih lebih/kelebihan maupun selisith kurang/kekurangan antara
luas tanah yang ditulis dalam data asal pendaftaran dengan luas tanah setelah
dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten lember. Termasuk
prosedur atau penyelesaian yang dilakukan apar tidak terjadi sengketa hak
(penguasaaan dan/atau pengelolaan hak) dan sengketa batas.
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1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan wuraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi
permasalahan pokok dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai benkut :

1. Apa penyebab terjadinya selisih luas tanah antara hasil ukur dengan data asal
pendaftaran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember?

2. Tindakan hukum apa vang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember dalam hal terjadinya selisih luas antara hasil vkur dengan
data asal pendaftaran?

3. Bagaimana kekuatan hukum penyelesaian selisih luas antara hasil ukur

dengan data asal pendaftaran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten lember?

1.4 Tujuan Penyusunan
Dalam penyusunan skripsi ini ada dua tujuan yang akan dicapai, yaitu
tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai benkut.
1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum penyusunan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang
bersifat akadenus, vaitu
1. untuk memenuli dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah
ditentukan guna merath gelar Sarjana Hukum pada Fakullas Hukum
Universitas Jember,
2. untuk mengimplementasikan ilmu hukum yang telah diperoleh selama masa
studi di Fakultas Hukum Universitas Jember,
3. untuk dijadikan bahan pengembangan ilmu hukum yang berguna bagi semua
kalangan.
1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dan penyusunan skripsi ini adalah :
1. untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih luas tanah antara hasil ukur
dengan data asal pendaftaran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember,
2. untuk mengetahui Tindakan hukum vang dilakukan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember dalam hal terjadinya selisih luas antara hasil
vkur dengan data asal pendaftaran
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3. mendisknipsi tentang kekuatan hukum penyelesaian sehisih luas antara hasil

ukur dengan data asal pendaftaran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

1.5 Metode Penyusunan

Guna mencapai tujuan dalam penyusunan ilmiah, termasuk skripsi ini,
maka diperlukan suatu cara atau metode, agar memudahkan dalam proses
pengumpulan data, dalam menganalisa permasalahan dan perumusan kesimpulan
atau memeriksa suatu kebenaran permyataan.

Metode penyusunan 1tu pada asasnya akan merupakan metode (atau cara
dan/atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab yang
boleh dipandang benar (dalam arti frue, bukan atau tidak selalu dalam arti right
atau just) guna menjawab masalah tertentu itu (Soetandyo, 2002:123).

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai
berikut.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris.
Dengan demikian penyusun atau peneliti tidak saja berusaha mempelajari, Pasal-
Pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli, dan menguraikannya dalam
sknipsi atau karva penelitian ilmiahnya, tetapi juga menggunakan bahan-bahan
yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data
dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan (Hadikusuma, 1995:63).

Pendekatan yuridis normatif-empiris ini memadukan antara sumber hahan
hukum primer dengan sumber bahan hukum sekunder.

1.5.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain.
a. Data Primer
Data primer adalah data dasar atau data ash yang diperoleh oleh
penyusun dari tangan pertama di lapangan baik secara lisan atau tertulis. Data
primer in1 hanya sebagai data penunjang dalam penyusunan skripsi ini
{Hadikusuma, 1995: 65).
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b. Data Sekunder
Data sekunder ini merupakan data utama dalam penyusunan skripsi ini.
Data sekunder diambil dari hasil penelitian dan pengolahan orang lain dalam
bentuk dokirin, buku-buku, karyva tulis, dokumentasi atau peraturan
perundang-undangan. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut
kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi (Soemitro, 1994: 53).
1. Bahan-bahan hukum primer :

a). peraturan dasar : Batang Tubuh UUD 1945,

b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (L.N, Tahun 1960 No. 104,
T.L.N. No. 2043).

c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah (L.N.R.1 Tahun 1997 No. 59, T.LL.N. No.
3696),

d). Peraturan Menteni Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksannan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,

(Bahan-bahan hukum tersebut mempunyai kekuatan mengikat).
2. Bahan-bahan hukum sekunder
Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer
dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,
adalah :
a). hasil karya ilmiah para sarjana
b). hasil-hasil penelitian.
Dengan mengadakan studi/penelitian kepustakaan akan diperoleh data
awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan.
1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Cara penyusun guna memperoleh dan mengumpulkan data dalam
penyusunan skripsi ini adalah (Soemitro, 1994 98).
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a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori,
pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan
pokok permasalahan.
b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam
hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya
jawab (wawancara) dengan berbagal narasumber yang berkompeten dalam
masalah pengukuran tanah.
1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum vang digunakan oleh penyusun dalam
penyusunan skripsi ini adalah metode diskriptif kualitatif. Analisis kualitatif ini
ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat
yang nvata berlaku dalam masyarakat. Yang menjadi perhatian utama adalah
untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala vang benar-benar berlaku.

Analisis kualitatif tidak mendasarkan penehtianmya pada pengumpulan
data dan lokasi yang luas dengan nara sumber yang banyak, dengan keterangan
jawaban vang banyak, tidak demikian, tetapi ukurannya berdasarkan kenyataan
yang bersifat global (umum). Jadi walaupun lokasinya terbatas, narasumbernya
sedikit, jika data-data yang didapat itu merupakan kenyataan yang berlaku, maka
data-data tersebut sudah cukup membuktikan kebenaran. Oleh karenanya maka
penyajian dan analisis datanya dideskripsikan dalam bentuk “essay” dengan
kalimat yang agak panjang yang bersifat membahas dan menguraikan
permasalahan yang penting (Hadikusuma, 1995: 99),
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IL FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Tanah vang berada di Kabupaten Jember selain banyak digunakan sebagai
pemukiman juga banyak digunakan sebagai lahan pertanian. Di dacrah perkotaan
penggunaan tanah lebih banyak sebagai pemukiman, Sebagian dari tanah-tanah
tersebut ada vang belum bersertipikat atau masih dimohonkan sertipikatnya. Para
pemilik tanah masih banyak yang mendasarkan bukti kepemilikan tanah mereka
dengan tanda bukti hak yang lama, antara lain Letter C, Petok, Ginik dan Akta
Perolehan Hak.

Nilai ekonomis dari tanah di perkotaan yang semakin tinggi, para pemilik
tanah mulai mendafiarkan tanah mereka ke Kantor Perlanahan Kabupaten Jember.
Sehingga tanah yang dihaki lebih memiliki kepastian hukum dan memperkecil
kemungkinan terjadinya sengketa. Tapi dalam proses pendaftaran tanah tersebut
sering terjadi sengketa hak (penguasaan dan/atau pengelolaan tanah) dan sengketa
batas, terutama dalam tahap pengukuran bidang tanah yang dimohon.

Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember mengatakan, bahwa adanya selisih luas tanah dan
data asal pendafiaran dengan hasil ukur dikhawatirkan dapat menimbulkan
sengketa hak (penguasaan danfatau pengelolaan tanah) dan sengketa batas tanah
dikemudian hari. Terutama untuk dacrah perkotaan yang tingkat pertumbuhan
ckonominya sangat tinggi.

Selisih luas tanah di daerah perkotaan antara data asal pendaftaran dengan
hasil ukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang dipergunakan sebagai
“fakta” dalam skripsi ini, adalah tanah Bapak Rizal Iswahyudi yang bertempat
tinggal di Jl. Mawar, Kelurahan Jemberlor, Kécamatan Patrang, Kabupaten

Jember berdasarkan alat bukti Akta Hibah, Nomor | 139/AHB/PTKG/V/2004
tertanggal Rabu, 26 Mei 2004,
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Tanah yang dimiliki oleh Bapak Rizal [swahyudi Persil Nomor: 107, Klas
D I, Petok C Nomor: 595, luas 110 M? dengan batas-batas sebagai berikut -

1. Sebelah utara : JI. Mawar Gg I11

2. Sebelah timur : Gang

3. Sebelah selatan . P. Handoko

4. Sebelah barat : Mumtamah (Endang)

Kemudian Bapak Rizal Iswahyudi mendafiarkan bidang tanah tersebut ke
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berdasar alat bukti diatas. Setelah dilakukan
pengukuran pada bidang tanah milik Bapak Rizal Tswahyudi dengan Gambar
Ukur Nomor : 1365 / Tahun 2004 teryata luas tanah 148 M?. Berarti terdapat
selisih lebih/kelebihan luas bidang tanah sebesar 38 M2

Sedangkan Bapak Supardi memiliki sebidang tanah di Kelurahan
Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember berdasarkan alat bukti
Akta Jual Beli, Nomor : 347/V111/1988 tertanggal Rabu, 11 Agustus 1988,

Tanah yang dimiliki oleh Bapak Supardi dengan Persil Nomor: 79 b, Klas
DIV, Petok C Nomor: 448, luas 986 M* dengan batas-batas sebagai berikut -

1. Sebelah utara - Bok Soemi alias Manise

2. Sebelah timur . Bok Maryati

3. Sebelah selatan : Bok Bani

4. Sebelah barat : Ratmi / P. Mat dan P. Setum

Kemudian Bapak Supardi mendaftarkan bidang tanah tersebut ke Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember berdasar alat bukti diatas. Setelah dilakukan
pengukuran pada bidang tanah milik Bapak Supardi dengan Gambar Ukur Nomor
: 1297 / Tahun 2005 ternyata luas hidang tanah A90 M* Rerarti terdanat selicih
kurang/kekurangan luas bidang tanah sebesar 296 M?,

Kedua fakta tersebut di atas menunjukan suatu selisih luas, baik itu selisih
lebih/kelebihan maupun selisih kurang/kekurangan luas antara data asal
pendaftaran  dengan  hasil  ukur yang jumlahnya sangat besar. Selisih
lebih/kelebihan seluas 38 M? dan selisih kurang/kekurangan yang mencapai luas
206 M,
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Letak kedua bidang tanah tersebut di atas masih di kawasan perkotaan

dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan nilai ekonomis dan tanah

yang relatif tinggi pula. Sehingga sangat rentan menyebabkan terjadinva sengketa

hak (penguasaan dan/atau pengelolaan tanah) dan sengketa batas terhadap selisih

luas bidang vang telah diukur, Terutama sengketa hak (penguasaan dan/atau

pengelolaan tanah) dan sengketa batas antara pemohon dengan pihak-pihak

pemilik bidang tanah yang berbatasan dengan bidang tanah vang diukur

(berdasarkan wawancara dengan Kasubsi Pengukuran, Konversi dan Pendaftaran
Tanah).

2.2 Dasar Hukum

1.

Dasar hukum yang digunakan oleh penyusun dalam skripsi ini antara lain:
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, vang berbunyi: “Bumi dan air dan kekavaan
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan yang
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (L.N.R.I Tahun 1960 No. 104, T.L.N. No. 2043),
khususnya Pasal 16 ayatl (1), Pasal 19 ayat (1) dan (2);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (L.N.R.1 Tahun 1997 No. 59, T.L.N. No. 3696), khususnya
Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 9, Pasal |1 angka 10, Pasal | angka 11, Pasal 9
ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 18
avat (1), (4) dan (5), Pasal 19;

Peraturan Menter1 Negara Agraria’Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 1 angka 3, Pasal 1
angka 4, Pasal 19, Pasal 20 ayat {1) dan (2),
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2.3 Landasan Teori
2.3.1 Hak Atas Tanah

“Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi juga
sebagian tubuh bumi vang ada dibawahnya dan sebagian ruang yang ada
diatasnya,.........."(Harsono, 2003:265). Selain itu beliau menyebutkan penpertian
dari tanah secara yuridis, adalah :

dalam Pasal 4 dinyatakan, bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara
..... ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang
discbhut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh
orang-orang.........

Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah
permukaan bumi, vang berbatas, berdimensi dua denpan ukuran panjang
dan lebar (Harsono, 2003:18),

Adapun hak atas tanah vang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok
Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (L.N, 1960 No. 104) (Sithombing, 2003:5), adalah
“adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, vang disebut tanah, vang dapat
diberikan kepada dan dijumpai orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum™.

Saleh (1990:15) berpendapat, bahwa “tanah” adalah “permukaan bumi”,
maka Hak atas Tanah ity adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja,
sedangkan benda-benda lain di dalam tanah umpamanya bahan-bahan mineral,
minyak dan lain-lainnya tidak termasuk.

Dalam UUPA diatur sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hirarkhi hak-
hak penguasaan atas tanah (Harsono, 2003:24), vaitu :

l. hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1, sebagai penguasaan
atas tanah vang tertingg, beraspek perdata dan publik;

2. hak Menguasai dan Negara yang disebut dalam Pasal 2, semata-mata
beraspek publik;

3. hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek
perdata dan publik;

4. hak-hak Perorangan/ individual, semuanya beraspek perdata, terdini atas:
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a, hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara
langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, yang
disebut dalam Pasal 16 dan 53;
b. wakaf, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan Pasal 49;
¢. hak jaminan atas tanah vang disebut “Hak Tanggungan” dalam Pasal
25,33, 39 dan 51.
A. Pengertian Tanah Negara

Tanah Negara adalah tanah yang belum dipunyai dengan sesuatu hak atas
tanah menurut UUPA. Tanah tersebut langsung dikuasai oleh negara, artinya tidak
ada pihak lain yang menguasai diatas tanah itu (Soetrisno, 2004; 11).

Dirman berpendapat, bahwa tanah-tanah negara dapat dibagi atas dua
bagian yaitu :

|. Tanah Negara yang bebas, (Vrij Staatsdomein) artinya tanah negara yang
tidak terikat dengan hak-hak bangsa Indonesia.

2. Tanah Negara yang tidak bebas, (Onvrif Staatsdomein) artinya tanah
negara vang terikat dengan hak-hak bangsa Indonesia.

Selanjutnya Wirosubroto mengatakan, terdapat beberapa penjelasan
mengenal arti dari lanah nepara vang antara lain menyebutkan: tanah negara
adalah semua tanah negara vang (idak dinyatakan dengan hak milik eigendom,
jadi tanah hak milik perseorangan, desa, ulayat, tanah erfpacht, konsesi, hak usaha
dan sebagainya adalah tanah negara, Dengan demikian juga dapat dikatakan tanah
milik negara dapat dibedakan menjadi tanah milik negara bebas dan yang tidak
bebas. Tanah nepgara bebas yaitu tanah yang belum dimiliki orang atau badan
hukum serta tidak diusahakan oleh orang atau badan hukum (dalam Sithombing,
2005:78).

Sedangkan tanah negara yang tidak bebas berarti bisa juga discbut dengan
tanah hak. Soetrisno (2004: 14), mempunyai pendapat mengenai pengertian dari
tanah hak, yaitu :

Tanah hak adalah tanah yang di atasnya ada hak sescorang / badan
hukiym Tanah ity juga dikuasai oleh negara, tetapi penguasaannya tidak
lanpsung, sebab ada hak atas tanah dari pihak tertentu di atasnya, Bila
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hak atas tanah tersebut kemudian hapus, maka tanah itu menjadi tanah

yang dikuasai oleh negara.

Hak-hak yang membebani ini adalah hak -hak sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut
Hasil Hutan, Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas
yang akan ditetapkan denpan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya
sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

Dengan demikian tanah negara itu dapat dibedakan menjadi.

a. Tanah negara, yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam
pengertian hak menguasai dari negara untuk mengatur bumi, air dan ruang
angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada suatu
tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat yang mempunyai kewenangan untuk

l. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;

2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,

3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.

b. Tanah negara, tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah vaitu tanah-tanah
yang diperoleh pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan
nasionalisasi, pemberian, penyerahan sukarela maupun melalu
pembebasan tanah, dan berdasarkan akta-akta peralihan hak.

¢. Tanah negara, adalah tanah-tanah yang tidak dimiliki atau dikuasai oleh
masyarakat, badan hukum swata dan badan hukum keagamaan atau badan
sosial serta tanah-tanah yang dimiliki oleh perwakilan negara asing
{Sthombing, 2005:79-80)..
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B. Macam-Macam Hak Atas Tanah

Hak-hak atas tanah disini adalah hak-hak atas tanah sebagaimana yang
diatur dalam UUPA, terutama pada Pasal 16 ayat (1), yang bunyinya sebagai
berikut :

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
ialah:

Hak Milik,

Hak Guna Usaha,

Hak Guna Bangunan,

Hak Pakai,

Hak Sewa,

Hak Membuka Tanah,

Hak Memungut Hasil Hutan,

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut

diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-

hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam

Pasal 53.

g'oe Mo Ao g

Khusus mengenai Hak Milik, adalah hak turun-temurun, terkuat dan
terpenuh dapat beralih dan dialihkan yang dapat dipunyai atas tanah. Kata “terkuat
dan terpenuh” tidak berarti bahwa hak milik itu merupakan hak yang “mutlak™
tidak dapat diganpgu gugat dan tidak terbatas, akan tetapi untuk membedakan
dengan hak-hak lainnya (Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha),
yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai
seseorang maka Hak Miliklah yang terkuat dan terpenuh. Sedangkan kata “turun
temurun, dapat beralih dan dapat dialihkan”, mempunyai pengertian bahwa
apabila pemegang Hak Milik meninggal dunia, maka hak tersebut secara otomatis
beralih/turun kepada ahli warisnya serta dapat dialihkan kepada pihak lain,
sebagaimana diuraikan dalam buku Hak Atas Tanah dan Tata Cara Pembenian
Hak Atas Tanah Serta Pembatalannya (Kantor Pertanahan Kabupaten Jember,
(tanpa tahun).5).

2.3.2 Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah ini tidak dilakukan serentak untuk scluruh wilayah
Indonesia. Hal ini adalah praktis tidak mungkin. Maka dari itu pendafiaran tanah
akan dilakukan secara berangsur-angsur. Pendaftaran tanah akan diselenggarakan
dengan mengingat kepada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat.
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Akan diperhatikan pula keperluan lalu-limas sosial ekonomi. Juga kemungkinan-
kemungkinannya berkenaan dengan bidang personal dan peralatannya akan
dijadikan bahan pertimbangan (Gautama, 1993:47).

Hemanses (dalam Chomzah, 2004:1), yang dimaksud dengan pendaftaran
tanah (kadaster) adalah pendafiaran atau pembukuan bidang-bidang tanah dalam
daftar-daftar, berdasarkan pengukuran dan pemetaan, yang seksama dari bidang-
bidang itu. Perlu diketahui bahwa agar bisa disebut kadaster, haruslah tanah yang
memenuhi unsur-unsur:

a. Pendaftaran atau pembukuan bidang-bidang tanah vang terletak

disuatu daerah/negara di dalam daftar-dafiar.

b. Pengukuran atau pembukuan bidang-bidang tanah.

Pendaftaran atau pembukuan bidang-bidang tanah dalam daftar merupakan
bagian administrasi dari kadaster yang disebut pembukuan tanah. Sedangkan
pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah merupakan tekms dan kadaster
(Chomzah, 2004:1), Menurut Kamus Hukum (Simorangkir, et al. (1983:92),
pengertian kadaster adalah :

pendaftaran oleh pemerintah terhadap semua benda tetap/tak bergerak
untuk kepentingan pajak tanah, pendafaran, dan peralihan hak milik dan
hak-hak kebendaan atas benda-benda tetap dan juga untuk menetapkan
identifikasinya.

Menurut Ananto (2005 :15-16), disebutkan juga dalam Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah diselenggarakan bertujuan
untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak
atas lanah yang terdaftar, menyediakan informasi kepada pihak yang
berkepentingan dan tertib administrasi pertanahan. Penyelenggaraan pendafiaran
dapat menjamin kepastian hukum apabila
1. Menggunakan peta kadaster yang menggambarkan batas bidang tanah yang

sah menurut hukum dan datanya dapat dipakai untuk rekonstruksi di lapangan,
2. daftar umum yang membuktikan pemegang hak yang terdaftar sebagai
pemegang hak yang sah menurut hukum.
3. setiap hak dan peralihan haknya harus didaftar.
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Daftar umum harus memenuhi.

L. Asas publisitas, yaitu setiap orang harus dapat mengetahui semua hak-hak atas
tanah dan semua perbuatan hukum mengenai tanah,

2. Asas spesialitas, yaitu suatu cara penetapan batas, sehingga identitas suatu
bidang tanah menjadi jelas lokasi, batas-batas, serta luasnya dan batas tersebut
bila hilang dapat dirckonstruksi kembali.,

A. Sistem Pendaftaran Tanah

1. Sistem Negatif

Sistem pendaftaran tanah negatif, adalah suatu sistem bahwa kepada si
pemilik tanah 1m, diberikan jaminan lebih kuat, apabila dibandingkan
perlindungan kepada pihak ketiga. Jadi dengan demikian, maka si pemilik tanah

dapat menggugat haknya atas sebidang tanah dari mereka yang terdaftar di

kadaster (Chomzah, 2004:15). Menurut sistem ini, bahwa segala apa yang

tercantum dalam sertipikat tanah adalah dianggap benar sampai dapat dibuktikan
suatu keadaan yang sebaliknya (tidak benar) di muka sidang Pengadilan (Effendie,

1993:49). Sistem negatlif diselenggarakan di negara yang menganut asas hukum

memo plus yuris, yaitu asas yang bertujuan melindungi pemegang hak yang

sebenarnya terhadap tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa

sepengetahuannya (Arianto, 2005:13),

2. Sistem Positif

Sistem pendaftaran tanah positif ini, adalah suatu sistem dimana kepada
vang memperoleh hak atas tanah ini akan diberikan jaminan lebih kuat (Chomzah,

2004:15). Menurut sistem ini suatu sertipikat tanah yang diberikan adalah berlaku

sebagal tanda bukti hak yang mutlak serta merupakan satu-satunya tanda bukti

hak atas tanah (Effendie, 1993:48). Sistem positif diselenggarakan di negara yang
menganut asas hukum “itikad baik™, yaitu asas yang melindungi orang yang
dengan itikad baik memperoleh sesuatu hak dari orang yang disangkanya sebagai
pemegang hak yang sah. Meskipun orang yang mengalihkan hak itu ternyata
bukan orang yang berhak. Seseorang yang terdaftar sebagai yang berhak atas
sebidang tanah, merupakan pemegang hak yang sah menurut hukum dan tidak
bisa diganggu gugat (Arianto, 2005:13).
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3. Sistem Torrens
Sistem Torrens ini selain sederhana, efisien dan “murah” dan selalu dapat
diteliti pada akta pejabatnya siapa-siapa yang bertanda tangan pada akta PPAT-
nya dan demikian pula pada sertipikat hak atas tanahnya, maka jika terjadi mutasi
hak, nama dari pemilik sebelumnya dicoret dengan tinta halus, sehingga masih
terbaca dan pada bagian bawahnya tertulis nama pemilik yang baru disertai alas
haknya ( Parlindungan, 1998:127),
4. Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia
Muntoha menyatakan, bahwa Sistem Pendaftaran tanah di Indenesia
menganut “Sistem Negatif dengan Tendens-Tendens Positif’, Dengan sistem ini,
keterangan-keterangan yang ada itu, apabila ternyata tidak benar, maka dapat
diubah dan dibetulkan (dalam Chomzah, 2004:16),
B. Prosedur Pendaftaran Tanah
Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama
kali dan pemeliharaan pendafiaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali
dilaksanakan melalui pendaftaran secara sistematis dan sporadik. Pendaftaran
tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di
wilayah-wilayah kerja yang ditetapkan oleh Menteri. Adapun pendaftaran tanah
secara sporadik dilaksanakan atas permintaan vang berkepentingan.
Kegiatan pendafiaran tanah untuk pertama kali meliputi (Pasal 12 PP No.
24 Tahun 1997).
a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik:
b.  Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya;
¢. Penerbitan sertipikat;
d. Penyajian data fisik dan data vuridis, dan
e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
Tahapan pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, meliputi.
I. Pengumpulan dan penelitian data yuridis.
2. Penetapan batas bidang-bidang tanah.
3. Pengukuran bidang-bidang tanah.
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4, Pembuatan peta dasar pendaftaran tanah.
5. Pembuatan peta pendaftaran.

6. Pembuatan daftar tanah dan surat ukur.
7.
8
9

Pengumuman data fisik dan data yuridis.

. Pengesahan data fisik dan data yundis.

Pembukuan hak atas tanah dalam Buku Tanah.

10. Pembuatan Daftar Nama.
11. Penerbitan sertipikat.

él,

b.

Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan

kegatan pengukuran dan pemetaan. Kegatan pengukuran dan pemetaan ini harus
memenuhi asas alau syaral spesialitas, yaitu suatu cara penetapan batas, sehingga
identitas suatu bidang tanah menjadi jelas mengenai lokasi, batas-batas, serta
luasnya dan batas tersebut bila hilang dapat direkonstruksi kembali. Pengukuran
dan pemetaan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fistk vang
meliputi (Arianto, 2005; 62),

Pemasangan dan pengukuran titik kerangka dasar teknik.

Pembuatan peta dasar pendaftaran tanah yang menjadi dasar untuk
pembuatan peta pendaftaran tanah serta digunakan juga untuk memetakan
bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.

Penetapan batas bidang-bidang tanah.

Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bidang-bidang tanah
vang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya
dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut
bidang tanah vang bersangkutan, Penetapan batas tersebut diupayakan
penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan,
untuk memperoleh bentuk yang tertata dengan baik bagi bidang-bidang
tanah yang semula kurang baik bentuknya (Pasal 17, PP No. 24 Tahun
1997)

Penetapan ini berdasarkan penunjukan batas-batas oleh pemegang
hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para

pemegang hak atas tanah yang berbatasan, dengan memperhatikan batas
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bidang tanah atau bidang-bidang tanah yang terdaftar dan surat ukur dan

gambar situasi yang bersangkutan (Harsono, 2003:492),

d. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta
pendaftaran.

Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur
dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaflaran.

e. Pembuatan dallar tanah.

Bidang atau ladang-ladang yang sudah dipetakan atau dibubuhkan
nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran yang dibukukan dalam dafiar
tanah.

f  Pembuatan surat ukur.

Bagi bidang-bidang tanah yang sudah diukur dan dipetakan dalam
peta pendaftaran dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran
haknya,

C. Persiapan Pengukuran Tanah
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pengukuran
menurut Buku Pegangan Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional (2001:2-9)
Antara lain,
1. Persiapan Administrasi Pengukuran (di kantor).
a. Memegang Surat Tugas

I) Lengkapi tugas saudara dengan surat tugas vang dibuat oleh Kenpala
Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah atas nama Kepala Kantor
Pertanahan.

2) Dengan surat tugas tersebut, saudara mempunyai kewenangan untuk
melaksanakan penetapan batas dan pengukuran bidang tanah tertentu
vang menjadi obyek permohonan.

3) Tanpa surat tugas, saudara tidak mempunyai kewenangan untuk
melaksanakan penetapan batas dan pengukuran bidang tanah.
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b. Memeriksa Peta-Peta Yang Tersedia

1)

3)

Periksalah sarana peta yang lersedia (seperti peta dasar pendaftaran
atau peta pendaftaran dan/atau peta lainnya) beserta buku tugunya
sesuai dengan lokasi yang dimohon.

Rencanakan pengukuran bidang tanah yang dimohon di atas peta
tersebut, apabila tanah yang dimohon belum mempunyai gambar
situasi/surat ukur.

Jika belum tersedia peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran
dan/atau peta lainnya yang memenuhi syarat, maka saudara
mempunyai kewajiban untuk mengusulkan kepada Kepala Seksi
Pengukuran dan Pendaftaran - Tanah untuk membuat blad peta

pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¢. Memeriksa Daftar Koordinat Untuk Pengikatan

1)

2)

3)

Periksalah titik-titik dasar tekhnik yang akan digunakan untuk
pengikatan bidang tanah yang dimohon pada peta dasar tekhnik/peta
dasar pendaftaran yang tersedia beserta buku tugunya.

Jika titik dasar tekhnik tersebut telah terpetakan pada pela dasar
tekhnik dan dapat digunakan untuk pengikatan bidang tanah yang
dimohon. Kemudian saudara harus memeriksa daftar koordinat atau
deskripsi tugu sesuai dengan titik dasar tekhnik tersebut. Fotocopy-lah
data titik koordinat pengikatan.

Dalam hal tidak tersedia titik dasar tekhnik di sekitar bidang tanah
vang dimohon, maka saudara dapat mengusulkan kepada Kepala Seksi
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk memintakan kepada
pemohon agar menyiapkan tugu titik dasar tekhnik minimal 2 (dua)
buah.

d Menyiapkan Peralatan Ukur

)

2)

Persiapkan alat ukur yang akan digunakan sesuai dengan metode
pengukuran, ketelitian, dan topografi lapangan,

Periksalah alat ukur vang akan digunakan tersebut, apakah masih layak
pakai. Jika perlu saudara mengkaliberasi alat ukur terlebih dahulu.
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3)
4)

1)

3)

4)

5)

6)

22

Periksa kelengkapan alat ukur yang dipilih.

Buatlah kartu atau formulir peminjaman alat.

. Menyiapkan Gambar Ukur dan Daftar Isian

Persiapkan Gambar Ukur (D1.107) baru untuk kepentingan pemecahan.
Penggabungan atau pengukuran bidang tanah baru.

Untuk pengukuran bidang tanah baru, periksalah Gambar Ukur yang
bersebelahan dengan bidang tanah yang dimohon. Gambar Ukur yang
dimaksud diperlukan untuk mengontrol atau mengecek batas bidang
tanah vang dimohon dan pemilik bidang tanah yang bersebelahan. Dan
siapkanlah Gambar Ukur baru untuk menuliskan data ukuran bidang
tanah yang dimohon.

Untuk pengukuran pemisahan/pemecahan atau penggabungan bidang
tanah, maka persiapkan dan gunakan Gambar Ukur bidang tanah yang
dimohon sebagai dasar untuk menentukan dan mengkoreksi batas dan
luas dari bidang tanah yang dipecah/digabungkan. Dan siapkan pula
Gambar Ukur baru untuk menggambarkan dan menuliskan data ukur
hasil pemecahan atau penggabungan bidang tanah.

Untuk Rekontruksi batas, maka persiapkan dan gunakan Gambar Ukur
bidang tanah yang akan direkontruksi dimana data ukuran yang
tercantum dijadikan dasar untuk pengembalian batas.

Semua data ukur dan isian deskripsi pada Gambar Ukur harus diisi
langsung di lapangan.

Siapkan dafiar isian yang terkait, seperti D1.103, 102 dan 201.

Menerbitkan Surat Pembentahuan Akan Dilaksanakannya Penetapan

Batas Bidang,

1)

2)

Periksa apakah telah diterbitkan surat pemberitahuan yang dibuat oleh
Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah {lampiran 15
PMNA/KBPN No.3/1997),

Sampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada pihak-pihak yang
berbatasan dengan tanah yang dimohonkan sebelum penetapan batas

dilaksanakan.
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3)

Dengan surat pemberitahuan tersebut, diharapkan pemohon dan para
pihak vang berbatasan hadir di lapangan untuk menunjukkan batas-
batas bidang tanah, sehingga dapat diperoleh kesepakatan untuk

memenuhi asas kontradiktur delimitasi.

2. Persiapan Pengukuran di Lapangan

Persiapan ini dilakukan di lokasi bidang tanah yang dimohon, yaitu

meliputi.

H

Penunjukan Batas Bidang Tanah

1)

4)

Hadirkan pemohon/pemilik bidang tanah dan pihak-pihak yang
berbatasan di lokasi bidang tanah yang akan diukur.

Jika salah satu pihak tidak dapat hadir atau berhalangan, maka sebagai
penggantinya dapat dihadirkan kuasanya. Kuasa dan pihak yang
berhalangan dapat diterima dan sah secara hukum apabila dinyatakan
dengan surat kuasa tertulis. Surat kuasa yang dimaksud dilampirkan
bersama dengan Gambar Ukurnya.

Berikan kesempatan pada pihak-pihak yang hadir untuk menunjukkan
batas-batas bidang tanahnya untuk memenuhi asas kontradekiur
delimitasi.

Jika batas bidang tanah yang ditunjukkan oleh salah satu pihak saja,
maka batas bidang tanah tersebut merupakan batas sementara sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) PP No.24/1997.

Penetapan Batas Bidang Tanah

I} Tetapkanlah batas bidang tanah yang dimohon berdasarkan hasil

2)

3)

penunjukan batas oleh pihak yang berkepentingan.

Untuk pengukuran bidang tanah baru (belum terdaflar), penetapan
batas bidang tanah menjadi mutlak harus dilakukan.

Untuk penggabungan, pemisahan atau pemecahan bidang tanah yang
telah terdafiar, maka harus dilakukan penetapan batas dan pengukuran

kembali.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

1)

2)
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Penctapan batas dilakukan oleh petupas ukur yang telah mendapat
kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan dalam pendafiaran tanah
seporadik, atau

Penetapan batas dilakukan oleh Satgas pengukuran dan pemetaan atas
nama Ketua Panitia Ajudikasi apabila pengukuran bidang-bidang tanah
dilaksanakan oleh pegawai BPN dalam pendaftaran tanah sistematik,
atau

Penetapan batas dilakukan oleh Satgas Yuridis atas nama Panitia
Ajudikasi apabila pengukuran bidang-bidang tanah dilaksanakan oleh
pihak ketiga (swasta) dalam pendaftaran tanah sistematik.

Jika dalam penetapan batas bidang tanah tidak diperoleh kesepakatan
antara pemohon atau pemilik bidang tanah yang bersangkutan dengan
salah satu pihak yang berbatasan, maka batas bidang tanah yang
bersangkutan dinvatakan sebagai batas sementara.

Hasil penetapan batas dituangkan dalam rmisalah Penelitian Data
Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201), dan dilengkapi tanda
tangan pemohon/pemilik bidang tanah dan para pihak vang berbatasan
pada kolom yang tersedia.

Berilah Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) pada setiap bidang
yang telah ditetapkan batas-batasnya.

. Penempatan/Penanaman Tanda Batas

Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib
dilakukan oleh pemohon/pemilik bidang tanah yang bersangkutan.

Tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan apabila
dianggap perlu dipasang pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas

bidang tanah tersebut atas permintaan petugas ukur,

Pemeriksaan titik ikat di lapangan

1)

Jika hasil pemeriksaan di Kantor diperoleh peta dasar tekhnik dan
daftar koordinat untuk titik pengikatan bidang tanah yang dimohon,
maka pemeriksaan fisik tugu meliputi: keutuhan bentuk tugu, stabilitas
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tugu yang tertanam, kondisi lingkungan di sekitar tugu untuk melihat
kemungkinan pengaluran alat saal pengukuran dilakukan.

Jika lapangan idak dikeiemukan lugu titk ikat yang dimaksud, muka
terlebih dahulu dilakukan rekontruksi tugu tersecbut dari titik ikat
terdekat/ditkat ke benda-benda tetap lainnya atau menanam tugu baru
yang terikat ke titik dasar tekhnik terdekat dengan metode pengukuran
ttik dasar tckhmik seperti polygon, triangulasi, trilaterasi, atau

triangulaterasi.

Pengaturan Alat Ukur

1)

2)

4)

Pengaturan alat ukur sebaiknya mengikuti ketentuan yang
dipersyaratkan oleh produsen yang tertuang dalam buku manualnya,
Jika saudara menggunakan meetband (pita ukur) dalam mengukur
panjangan-panjangan bidang tanah, maka tariklah meetband secara
iurus terentang dari titik batas ke titik batas lainnya dilakukan pulang
pergi.

Jika saudara menggunakan theodolite atau tofal station dalam
mengukur bidang tunuh, maka alai didinkan diatas Gtk sentring dan
aluran rivo agar mendatar sumbu vertical tegak lurus sumbu mendatar
dan garis bidik tegak lurus sumbu mendatar.

Jika saudara menggunakan peralatan GPS untuk mengukur bidang
tanah atau titik batas, maka receiver GPS didinkan diatas titik batas
dengan lama waktu pengamatan vang telah ditentukan.
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1M1. PEMBAHASAN

Letak bidang tanah pada fakta merupakan bidang tanah yang keduanya
terletak di kawasan perkotaan. Kedua bidang tanah tersebut merupakan tanah hak
atau tanah negara tidak bebas (Onvrij Staatsdomein), artinya Tanah Negara yang
terikat dengan hak-hak bangsa Indonesia. Dengan kata lain di atas tanah tersebut
telah dibebani hak perseorangan, yaitu berupa hak milik vang diperoleh melalw
perbuatan-perbuatan hukum, baik itu berupa hibah, jual beli dan perbuatan hukum
lainnya. .

Bidang tanah milik Bapak Rizal Iswahyudi diperoleh melalui suatu
perbuatan  hukum  berupa  hibah dengan Akta Hibah Nomor
139/ AHB/PTKG/V/2004 tertanggal Rabu, 26 Mei 2004 dan telah memiliki alas
hak yang berupa Petok atau Letter C dari Kelurahan Jember Lor dengan Nomor !
595 Kemudian dengan alas hak di atas, Bapak Rizal Iswahyudi mendaftarkan
bidang tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk memperoleh
kekuatan hukum yang lebih kuat dan pasti berupa sertipikat.

Sedangkan tanah milik Bapak Supardi diperoleh melalui suatu perbuatan
hukum berupa jual beli dengan Akta Jual Beli Nomor - 347/VII/1988 tertanggal
Rabu, 11 Agustus 1988. Yang juga telah memiliki alas hak berupa Petok atau
Letter C dari Kelurahan Sumbersari dengan nomor : 448. Kemudian dengan alas
hak diatas Bapak Supardi mendaftarkan bidang tanah tersebut ke Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember tentunya dengan maksud yang sama dengan Bapak
Rizal Iswahvudi.

Sebagaimana disebutkan dalam fakta, bahwa kedua bidang tanah tersebut
ternyata memiliki selisih luas antara data asal pendaftaran dengan hasil ukur oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Kedua kasus dalam fakta skripsi ini
merupakan sebagian kecil dan banyak kasus vang terjadi di Jember. Tentunya

dengan cara penyelesaian dan karakter yang sama.

26
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Apabila selisih lebih/kelebihan ataupun selisih kurang/kekurangan tersebut
disengketakan, maka akan menghambat proses pendaftaran tanah yang menjadi
tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Padahal Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember selaku instansi yang berwenang dalam administrasi pertanzhan
dituntut untuk menyelesaikan tugasnya dengan jadual vang telah ditetapkan,

3.1 Penyebab Terjadinya Selisih Luas Tanah antara Hasil Ukur dengan
Data Asal Pendaftaran Tanah dengan Alas Hak Petok C Nomor: 595,
Kelurahan Jember Lor dan Petok C Nomor: 448, Kelurahan Sumbersari
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Pada dasarnya dalam setiap pengukuran luasan terhadap suatu bidang
tanah selalu terjadi selisih luas. Karena secara manusiawi setiap petugas ukur
yang satu dengan yang lain selalu memiliki kemampuan yang berbeda dalam
melakukan pengukuran, termasuk hasil ukurmnya, Namun sebisih Juas tersebut
adalah masih dalam batas-batas yang ditoleransi, misalnya tidak mencapai sebesar

1% atau puluhan meter persegi untuk setiap luasan bidang tanah yang diukur.

Karena dari segi ekonomis tidak terlalu berisiko menimbulkan permasalahan antar

para pihak yang berkepentingan denpan luasan bidang tanah tersebut.

Permasalahannya adalah apabila selisih luas tersebut mencapai jumlah
luasan yang sangat besar dan sangat berpengaruh dari segi ekonomis, seperti yang
terjadi pada fakta dalam skripsi ini. Karena hal ini dapat menimbulkan sengketa
batas antara pemilik tanah atau pemohon dengan pemilik tanah yang berbatasan.

Ada beberapa hal sebagai penyebab terjadinya selisih luas antara data asal
pendaftaran dengan hasil ukur, Baik yang disebabkan oleh faktor alam, manusia
maupun yang disebabkan oleh perbedaan teknik pengukuran yang digunakan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran

Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, dalam wawancara dengan penyusun

pada tanggal 29 November 2005, bahwa sebab-sebab terjadinya selisih luas antara

data asal pendaftaran dengan hasil ukur, antara lain.
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a. Perbedaan Teknik Pengukuran

1. Pengukuran terhadap luasan suatu bidang tanah yang dilakukan oleh desa yang
hasilnya berupa Petok atau Letter C adalah berdasarkan kisaran kurang lebih
atau kira-kira. Karena pada prinsipnya, Letter C itu diterbitkan dalam rangka
untuk dipakai sebagai dasar penetapan pajak. Jadi mengenai luasan tidak terlalu
penting atau masih ada toleransi. Oleh karena itu, pengukuran dilakukan secara
kasar yaitu berdasarkan panjang dikalikan lebar, tanpa memperhatikan bentuk,
kesulitan, kemiringan dan letak bidang tanah dengan dilakukan secara
menyeluruh.

2. Sedangkan pengukuran terhadap luasan bidang tanah yang dilakukan oleh
Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah berdasarkan batas-batas bidang
tanah yang ditunjukkan oleh pemohon berdasarkan luasan Letter C yang
disetujui oleh para pemilik tanah vang berbatasan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi.

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran
tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah
ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya
ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang
bersangkutan.

{(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara
sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan
penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang
berkepentingan.

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib
dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan,

Dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 1997 teniang Pendaftaran Tanah, vang berbunyi :

penetapan batas suatu bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu
hak vang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada
sural ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada
tidak susuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atan nleh
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran fanah secara sporadik,
berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak
atas tanah yang berbatasan.
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Selain itu dalam buku Pegangan Petugas Ukur Badan Pertanahan

Nasional (2001:2-9) telah disebutkan bahwa yang perlu dipersiapkan sebelum

pengukuran baik sccara administrasi, terutama persiapan pengukuran di

lapangan ditekankan mengenai penetapan tanda-tanda batas. Selengkapnya

persiapan ini dilakukan di lokasi bidang tanah yang dimohon, yaitu meliputi.

a) Penunjukan Batas Bidang Tanah

b)

1)

2)

3)

4)

Hadirkan pemohon/pemilik bidang tanah dan pihak-pihak yang
berbatasan di lokasi bidang tanah yang akan diukur.

Jika salah satu pihak tidak dapat hadir atau berhalangan, maka sebagai
penggantinya dapat dihadirkan kuasanya. Kuasa dari pibak yang
berhalangan dapat diterima dan- sah secara hukum apabila dinyatakan
dengan surat kuasa tertulis. Surat kuasa yang dimaksud dilampirkan
bersama dengan Gambar Ukurnya.

Berikan kesempatan pada pihak-pihak yang hadir untuk menunjukkan
batas-batas bidang tanahnya untuk memenuhi asas kontradcktur
delimitasi.

Jika batas bidang tanah yang ditunjukkan oleh salah satu pihak saja,
maka batas bidang tanah tersebut merupakan batas sementara sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) PP No.24/1997.

Penetapan Batas Bidang Tanah

1)

4)

Tetapkanlah batas bidang tanah yang dimohon berdasarkan hasil
penunjukan batas oleh pihak yang berkepentingan.

Untuk pengukuran bidang tanah baru (belum terdaftar), penctapan
batas bidang tanah menjadi mutlak harus dilakukan.

Untuk penggabungan, pemisahan atau pemecahan bidang tanah vang
telah terdaftar, maka harus dilakukan penetapan batas dan pengukuran
kembali.

Penetapan batas dilakukan oleh petugas ukur yang telah mendapat
kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah

seporadik, atau

\-J
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5) Penetapan batas dilakukan oleh Satgas pengukuran dan pemetaan atas
nama Ketua Panitia Ajudikasi apabila pengukuran bidang-bidang tanah
dilaksanakan oleh pegawai BPN dalam pendaftaran tanah sistematik,
atau

6) Penetapan batas dilakukan oleh Satgas Yuridis atas nama Panitia
Ajudikasi apabila pengukuran bidang-bidang tanah dilaksanakan oleh
pihak ketiga (swasta) dalam pendaftaran tanah sistematik.

7) Jika dalam penctapan batas bidang tanah tidak diperoleh kesepakatan
antara pemohon atau pemilik bidang tanah yang bersangkutan dengan
salah satu pihak yang berbatasan, maka batas bidang tanah yang
bersangkutan dinyatakan sebagai batas sementara.

8) Hasil penetapan batas dituangkan dalam risalah Penelitian Data
Yuridis Dan Penetapan Batas (daftar isian 201), dan dilengkapi tanda
tangan pemohon/pemilik bidang tanah dan para pihak yang berbatasan
pada kolom yang tersedia.

9) Berilah Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) pada setiap bidang
vang telah ditetapkan batas-batasnya.

¢) Penempatan/Penanaman Tanda Batas

|} Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib
dilakukan oleh pemohon/pemilik bidang tanah yang bersangkutan.

2) Tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan apabila
dianggap perlu dipasang pada tntik-titik tertentu sepanjang gans batas
bidang tanah tersebut atas permintaan petugas ukur.

b. Faktor Alam

Tanda batas vang digunakan oleh masyarakat kita kebanyakan adalah
batas-batas alam, misalnya sungai, selokan atau pohon. Sehingga ada
kemungkinan pohon atau selokan tersebut dalam perkembangannya mengalami
pergeseran atau penggerusan yang menyebabkan berubahnya letak batas tanah,
Yang akhirnya menyebabkan berubahnya pula luas tanah tersebut.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

31

c. Faktor Manusia

Faktor manusia dalam hal ini juga sangat berpengaruh terhadap letak batas
yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam pengukuran luasan Letter C. Manusia
dalam hal ini pemilik bidang tanah (pemohon) ataupun pemilik bidang tanah yang
berbatasan bisa saja memindahkan batas-batas bidang tanah sehingga seolah-olah
batas bidang tanah tersebut adalah batas bidang tanah yang sebenarnya.

Bisa juga “blunder” yang terjadi oleh petugas ukur dalam pengukuran,
misalnya kekurang telitian dalam mengukur, Tapi hal ini tidak menimbulkan

selisih luas vang sangat besar pada luasan bidang tanah.

3.2 Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember Dalam Hal Terjadi Selisih Luas Tanah Antara Hasil
Ukur Petugas Ukur dengan Data yang Tercantum Dalam Petok C
Nomor: 595, Kelurahan Jember Lor dan Petok C Nomor: 448,
Kelurahan Sumbersari

Tindakan hukum vyang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember ini merupakan suatu langkah antisipasi apabila terjadi sengketa

batas yang terjadi dikemudian hari sebagai akibat adanya selisih luas tersebut.

Karena setiap peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek

hukum terhadap obyek hukum pasti menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan
hukum vang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum
ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian
tertentu vang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan
atau diangeap sebagai akibat hukum (Halim, 1998:30).

Demikian pula yang terjadi pada selisih luas antara data asal pendaftaran
dengan hasil ukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember ini akan
menimbulkan akibat hukum, antara lain
1. Jika selisik luas yang terjadi setelah dilakukan pemeriksaan riwayat tanah yang

merupakan obyek pengukuran keberadaannya memang benar dengan batas-

batas vang tetap pada waktu dilakukan pengukuran, Selain itu jika asas
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kontradiktur delimitasi (persetujuan tetangga atau pemilik tanah yang
berbatasan) telah terpenuhi dan tidak ada masalah, maka terhadap selisih luas
tanah tersebut tetap dapat dilakukan pendaftaran.
 Jika sclisih luas ini terjadi dalam proses peralihan hak terutama jual belt akan
menyebabkan sengketa antar pihak yang berkepentingan, terutama misalnya
antara penjual dan pembeli. Karena dengan adanya selisih luas yaitu jika selisih
lebih akan menimbulkan kerugian bagi pihak penjual dan apabila terjadi selisih
kurang maka pembeli akan merasa dirugikan. Sehingga pihak-pihak yang
merasa dirugikan tersebut dapat saling mengadakan gugatan dengan
memperhitungkan kembali harga jual beli. Kalau terjadi hal yang demikian,
maka pihak Kantor Pertanahan belum dapat menerbitkan sertipikat hak atas
tanah sebelum ada putusan yang bersifat tetap terhadap sengketa yang terjadi.
Apabila para pihak yang letak tanahnya berbatasan ataupun yang
berkepentingan merasa keberatan dengan adanya selisih luas tersebut, dalam
hal ini akan berakibat pada obyek pengukuran berupa bidang tanah dengan
batas-batasnya, yaitu dengan dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

(1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak
atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan
untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut
kenvataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang
bersangkutan.

(2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan
tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang
tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik
atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendafiaran tanah secara
sporadik membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau
ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
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(4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda
vang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru
merupakan batas-batas sementara.

{5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah
mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya
berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta
pendaftaran yang bersangkutan,

Selain itu diatur juga dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Negara
Agraria’Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, selengkapnya berbunyi :

Apabila sampai saat akan dilakukannya penetapan batas dan pengukuran
bidang tanah usaha penyelesaian secara damai melalui musyawarah tidak
berhasil, maka ditetapkan batas sementara berdasarkan batas-batas yang
menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang
bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan kepada pihak yang merasa
keberatan, diberitahukan secara tertulis untuk mengajukan gugatan ke
Pengadilan.
Hal ini berarti sebelum sengketa tersebut diselesaikan baik sccara damar maupun
melalui gugatan Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka
sertipikat hak atas tanah yang dimohon juga belum dapat diterbitkan. Walaupun
telah dilakukan pengukuran sementara yang didasarkan pada batas-batas
sementara pula.

Apabila terjadi sengketa batas akibat dari adanya selisih luas antara data
asal pendaftaran dengan hasil ukur, maka pihak Badan Pertanahan Nasional
(BPN) dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
mempunyai kewajiban untuk berusaha menyelesaikan sengketa tersebut secara
damai. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, yaitu :

Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas bidang-bidang tanah yang
berbatasan, Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik
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atau Kepala Kantor Pertanahan/petugas pengukuran yang ditunjuk dalam
pendaftaran tanah secara sporadik berusaha menyelesaikan secara damai
melalui musyawarah antara pemegang hak dan pemegang hak atas tanah
yang berbatasan, yang apabila berhasil, penctapan batas yang
dihasilkannya dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Sengketa Batas
(daftar isian 200).

3.2.1 Tindakan Hukum Dalam Hal Terjadi Selisih Lebih / Kelebihan

Tindakan hukum vang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember mengenai selisih luas antara data asal pendaftaran dengan hasil ukur, atas
tanah di Kelurahan Jember Lor dengan Petok C Nomor: 595, Pelaksanaan
pengukuran terdapat selisih lebih/kelebihan antara data asal pendaftaran dengan
hasil ukur, untuk mengantisipasi terjadinya sengketa pada saat maupun setelah
dilaksanakannya pengukuran, maka salah satu tindakan hukum yang dilakukan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah dengan membuat “Surat
Pemyataan Kelebihan Luas™,

Sural Pernyataan Kelebihan Luas ini dibuat dan ditanda tangani oleh
pemohon atau pemilik tanah yang didaftar sebagai pihak pertama dan para
tetangga sclaku pemilik tanah yang berbatasan sebagai pihak kedua dengan
diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Jember Lor. lsinya menyatakan
bahwa :

|. Pihak I benar-benar pemilik tanah yang terletak di Desa/Kel. Jember Lor,
Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Petok C No. 595, Persil No. 107,
Klas: DIL, Luas 110 M2,

b2

Pihak 11 benar-benar pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah pihak 1.

3. Setelah diadakan pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan
Kahupaten Jember terdapat luas @ 148 M2 berarti ada kelebihan luas @ 38
M2.

4, Terhadap kelebihan luas tersebut, pihak Il mengakui dan membenarkan

tidak ada tanah pihak II yang ikut terukur / tercakup ke tanah pihak I, hal

mana dibenarkan pihak 1 dan Kepala Desa/Kelurahan Jember Lor.
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5. Pihak 1T tidak akan menuntut dalam bentuk apapun terhadap kelebihan
luas pthak I hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Jember di
kemudian har,

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa
adanya paksaan dari siapapun juga dan dapatnya digunakan sebagai
kelengkapan permohonan Sertipikasi Hak Atas Tanah (lampiran 6).

Surat pernyataan ini juga diperkuat dengan berita acara kesaksian
mengenai letak tanah, batas-batas dan adanya kelebihan luas tersebut.

3.2.2 Tindakan Hukum Dalam Hal Terjadi Selisih Kurang/Kekurangan

Adapun dalam pelaksanaan pengukuran tanah Bapak Supardi di Kelurahan
Sumbersari dengan alas hak Petok C Nomor: 448 terdapat selisih kurang antara
data asal pendaflaran dengan hasil ukur, untuk mengantisipasi terjadinya sengketa
pada saat maupun sctelah dilaksanakannya pengukuran, maka salah satu tindakan
hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah dengan
membuat “Surat Pernyvataan Kekurangan Luas™.

Dimana Surat Pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani cukup oleh
pemohon atau pemilik tanah yang didaftar. Karena pihak vang dirugikan secara
langsung dengan adanya kekurangan luas ini hanya pemilik bidang tanah, yaitu
dengan menyatakan bahwa :

. Kami benar-benar pemilik tanah yang terletak di Desa/Kel. Sumbersari,
Kecamatan Sumbersan, Kabupaten Jember, Petok C No. 448, Persil No.
79 b, Klas. DIV, Luas 986 M2, seb. dari luas :........... M2, sesuai dengan
Akta Jual Beli Tgl 1108 - 1988 No. 347/VIII/1988.

2. Setelah diadakan pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember terdapat luas : 690 M2 berarti ada kekurangan luas :
296 M2 hal im sesuai penunjukan balas bidang tanah pada saat

pengukuran.

!‘._'J

Terhadap kekurangan luas tersebut kami mengakui dan membenarkan
serta tidak akan menuntut dalam bentuk apapun terhadap kekurangan luas
dari hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dikemudian

hari,
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Demikian surat pemyataan ini kami buat dengan sebenarmya tanpa
adanya paksaan dari siapapun juga dan dapatnya dipunakan scbagai
kelengkapan permohonan Sertipikasi Hak Atas Tanah (lampiran 13).

Sedangkan untuk mengantisipasi sengketa antar para pihak yang
berkepentingan dalam hal terjadinya selisih luas tanah karena suatu perbuatan
hukum peralihan hak atas tanah, misalnya : jual beli, hibah, pembagian hak
bersama dan lain-lain, maka dalam akta peralihan hak tersebut dicantumkan atau
disediakan suatu ruang kosong untuk diisi para pihak mengenai kelebihan dan
kekurangan luasan hasil ukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang
harus disepakati oleh para pihak. Klausula dalam akta tersebut berbunyi, sebagai
berikut :

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli
dalam akta mi1 dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan
Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi
Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan
kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan pugatan.

Atau bisa dalam bentuk lain tergantung pada kesepakatan para pihak yang

membuat akta tersebut, tapi secara substansi dari klausula dalam akta peralihan

hak kurang lebih seperti diatas.

Pada dasarnya dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah
diatur mengenal penyelesaian sengketa batas-batas bidang tanah, yaitu dengan
dibuatnya “Berita Acara Penataan Batas” setelah dicapai kesepakatan letak batas-
batas bidang tanah antar para pihak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19,
yang berbunyi :

(1).Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997

a. Pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara
sporadik, atau

b. Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau
yang sudah terdaftar tetapr belum ada surat ukur/gambar
situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak susuai
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lagi dengan keadaan yang scbenarnya, dan pihak yang
menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran
tanah secara sistematik, diwajibkan menunjukkan batas-batas
bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada
kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak
atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda
batasnya.

(2). Penctapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara
sistematik, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor
Pertanahan vang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara
sporadik.

(3). Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak
dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-
batas bidang tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada
orang lain.

(4).Dalam hal tanda batas yang sudah terpasang ternyata tidak sesuai
dengan hasil penctapan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemohon pengukuran dan pemegang hak yang bersangkutan
memindahkan tanda batas tersebut sesuai dengan batas yang telah
ditctapkan.

(5).Penctapan batas dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis
dan Penetapan Batas (daftar 1sian 201).

(6). Apabila dalam penetapan batas sekaligus dilakukan penataan batas,
maka hasil penataan batas tersebut dituangkan dalam Berita Acara
Penetaan Batas (daftar isian 201 A).

Penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disetujui oleh
pemegang hak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut dituangkan juga dalam
Berita Acara Penataan Batas, Sedangkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember menempuh tindakan hukum dengan dibuatnya Surat Pernyataan Kelebihan
atau Surat Pernvataan Kekurangan luas adalah dalam rangka penggunaan asas
diskresi/Freies [Ermessen.

Demikian tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember dengan mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal ini memang tidak secara tegas menentukan

cara penyelesaian sengketa batas atau sengketa hak akibat adanya selisih luas
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tersebut, tapi secara tidak langsung ketentuan dalam Pasal ini memberikan
peluang kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk menentukan sendiri cara
penyelesaian apabila terjadi selisih luas tanah tersebut.

Jadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember harus dapat
menentukan kebijakan tersendini selain yang telah ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan yang juga harus dilaksanakan guna menyelesaikannya secara
cepat. Hal ini memang dimungkinkan karena prinsip memerintah itu antara lamn
berpegang pada asas Legalitas, asas Yuriditas, selain itu juga berpegang pada asas
diskresi atau Freies Ermessen, yang memungkinkan suatu kebebasan bertindak
dalam arti kebebasan kebijaksanaan (kebebasan untuk memutus secara mandiri).
Sehingga sengketa hak maupun batas yang mungkin terjadi di kemudian hari
akibat selisih luas tanah antara data asal pendaftaran dengan hasil ukur dapat
dihindari. Tanpa harus menunggu petunjuk penyelesaian dari pusat tentang

sengketa tanah seperti tersebut di atas.

3.3 Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Kelebihan Luas dan Kekurangan
Luas

Perbuatan hukum yang dituangkan dalam bentuk pemyataan merupakan
perbuatan hukum sepihak atau yang dikenal dengan perbuatan hukum bersegi
satu. Machmudin (2001:44), menyatakan bahwa, “perbuatan hukum bersegi satu
(sepihak, eenzifdiz) adalah suatu perbuatan vang apabila perbuatan 1tu akibat
hukumnya (rechisgevolg) hanya ditimbulkan oleh satu pihak”. Sedangkan
menurut Pramono (Tanpa Tahun : 114) perbuatan hukum sepihak adalah ™
perbuatan-perbuatan untuk mana cukup pernyataan kehendak dari satu orang saja
guna menimbulkan sesuatu akibat hukum” Pernyataan adalah suatu tindakan
menyatakan sebagaimana Presiden menyatakan keadaan bahaya dan keadaan
perang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991:696).

Berdasar pengertian perbuatan hukum sepihak di atas, maka sepanjang
vang membuat surat pernyataan menaati isi dari surat pernvataan tersebut,
ketentuan yang ada dalam surat pemnyataan tersebut berlaku mengikat terhadap

yvang membuat surat pernyataan terscbut, akan tetapi jika dicabut oleh
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pembuat/penanda tangan dari surat pernyataan maka isi sural pernyataan tersebut
tidak mempunyai akibat hukum. Karenanya surat pernyataan dapat dicabut sendiri
oleh vang membuat/menandatangani surat pernyataan tanpa terlebih dahulu
meminta persetujuan dari pihak lain sebagaimana presiden dapat mencabut surat
pernyataan perang atau keadaan bahaya. Hal ini sebagal akibat dan sifat surat
pernyataan yang hanya mengikat bagi pembuatnya dan tidak mengikat bagi pihak
ketiga. Sedangkan dari isi surat pernyataan hanya menyebut bagi pembuatnya
saja.

Adapun surat pernyataan memiliki akibat hukum yang berbeda dengan
surat perjanjian, sebab surat perjanjian itu merupakan perbuatan hukum bersegl
dua. Sehingga bila surat perjanjian telah dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya
perjanjian sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan, maka
kedua pihak yang membuat perjanjlan mempunyai kewajiban untuk
melaksanakannva. Apabila salah satu pihak akan mencabut atau membatalkan
surat pejanjian tersebut harus dengan persetujuan pihak lain. Perjanjian yang telah
disepakati dan ditanda tangani oleh para pihak adalah berlaku sebagai undang-
undang bagi para pihak tersebul.

3.3.1 Surat Pernyataan Kelebihan Luas

Surat pernyataan kelebihan luas yang dibuat oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember pada dasarnya adalah berbentuk surat kesepakatan
atau surat petjanjian. Karena surat pernyatan kelebihan luas itu menyebut dan
ditandatangani oleh para pihak, dalam hal ini pihak pemilik bidang tanah yang
didafiar selaku pemohon dan pihak pemilik bidang tanah yang berbatasan dengan
disaksikan dan diketahui oleh kepala desa setempat. Hal ini ada suatu kesalahan
pada kepala surat ini berbunyi “Surat Pernyataan Kelebihan Luas™ yang
seharusnya berupa “Surat Kesepakatan/Perjanjian Kelebihan Luas™.

Surat pernyataan kelebihan luas yang menyebut dan ditandatangam oleh
para pthak seperti tersebut di atas adalah memiliki kekuatan hukum sama dengan
surat perjanjian. Sehingpa surat pernyataan kelebihan luas tersebut diatas

kekuatan hukumnya sama dengan undang-undang bagi para pihak vang
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menandatanganinya. Apabila salah satu pihak akan mencabut atau membatalkan
surat pejanjian tersebut harus dengan persetujuan pihak lain.
33.2 Surat Pernyataan Kekurangan Luas

Surat pernyatan kekurangan luas ini dilibat dari isi dan bentuknya adalah
perbuatan hukum sepihak atau bersegi satu, sebagaimana bentuk surat pernyataan
pada umumnya. Karena surat pernyataan kekurangan luas ini hanya menyebut dan
ditandatangani oleh vang membuat pernyataan saja, yaitu pihak pemilik bidang
tanah vang didafiar selaku pemohon. Sepanjang yang membuat surat pernyataan
kekurangan luas menaati isi dari surat permnyataan tersebut, ketentuan yang ada
dalam surat pernyataan tersebut berlaku mengikat terhadap yang membuat surat
pernyataan tersebut, akan tetapi jika dicabut oleh pembuat/penanda tangan dan
surat pernyataan maka isi sural pernyataan tersebut tidak mempunyai akibat
hukum.

Jadi kekuatan hukum dan surat pernyataan terutama surat pernyatan
kekurangan luas memang tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang
hanya dapat digunakan sebagai permulaan bukti tertulis dan tidak mengikat secara
langsung. Tetapi tetap mempunyai relevansi hukum sehingga bisa digunakan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember apabila terjadi kasus selisih lebib/kelebihan
maupun selisih kurang/kekurangan luas antara data asal pendaftaran dengan hasil
ukur seperti kasus di atas.

Sedangkan suatu berita acara memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana
akta autentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Berdasarkan Pasal 165 HIR (ps. 285 Rbg. 1868 BW) termasuk ke dalam akta
autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat (acte ambrelifk, procesverbaal acte)
merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yvang diberi wewenang untuk 1tu dalam
hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, dengan mana pejabat
tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Jadi
inisiatifnya tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan di dalam akta itu.
Meskipun para pihak vang namanya diterangkan dalam berita acara tersebut harus

menandatanganinya. Sebagai contoh daripada akta pejabat ymi misalnya ialah
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berita acara vang dibuat oleh polisi atau panitera pengganti di persidangan
(Mertokusumo, 1999:125), Sehingga suatu berita acara adalah mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs), artinya -

Apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi, hakim harus
menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akte itu,
sungguh-sungguh telah terjadi, selungga hakim itu tidak boleh
memerintahkan penambahan bukti lag (Subekti, 1996:178).
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IV, KESIMPULAN DAN SARAN

4,1 Kesimpulan
Dari uraian pembahasan dalam skripsi ini terhadap permasalahan selisih

luas antara data asal pendaftaran Tanah Dengan Alas Hak Petok C  Nomor: 595,

Kelurahan Jember Lor dan Petok C Nomor: 448, Kelurahan Sumbersari dengan

hasil ukur oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam rangka

pendaftaran hak milik atas tanah, dapat di tulis beberapa kesimpulan sebagai
berikut.

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya selisih luas antara data asal
pendaftaran dengan hasil ukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember,
antara lain, faktor teknik pengukuran, faktor alam, faktor manusia,

2. Tindakan Hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember dalam Hal terjadi selisih luas tanah antara hasil ukur petugas ukur
dengan data asal pendaftaran merupakan suatu langkah antisipasi apabila
terjadi sengketa batas yang terjadi dikemudian hari sebagai akibat adanya
selisih luas tersebut.

a. Selisih Lebih/Kelebihan Luas, dengan membuat Surat Pernyataan
Kelebihan Luas yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon atau
pemilik tanah yang didaftar sebagai pihak pertama dan para tctangga
selaku pemilik tanah vang berbatasan sebagai pihak kedua dengan
diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat.

b. Kekurangan Luas, dengan Surat Pernyataan Kekurangan Luas yang dibuat
dan ditanda tangani cukup oleh pemohon atau pemilik tanah yang didaftar.

3, Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Kelebihan Luas dan Kekurangan Luas

a. Surat Pernyataan Kelebihan Luas
Surat pernyataan kelebihan luas yang menyebut dan ditandatangani oleh

para pihak seperti tersebut di atas adalah memiliki kekuatan hukum sama dengan

surat perjanjian.

42
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b. Surat Pernyataan Kekurangan Luas

Kekuatan hukum dari sural pernyataan terulama sural pernyatan
kekurangan luas hanya dapat digunakan sebagai permulaan bukti tertulis dan tidak
mengikat secara langsung. Tetap etap mempunyai relevansi hukum sehingga
bisa digunakan olch Kantor Pertanahan Kabupaten Jember apabila terjadi selisih

luas tanah antara data asal pendaftaran dengan hasil ukur dikemudian hari.

4.2 Saran
Saran yang dapat penyusun sampaikan dalam skripsi ini adalah sebaga
berkut.

1. Tindakan hukum yang diambil oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember guna mengantisipasi apabila terjadi sengketa batas yang terjadi
dikemudian hari sebapai akibat adanya selisih luas tersebut sebaiknya
diperbaharui, yaitu bentuk surat pernyataan sebaiknya diganti dengan berita
acara atau paling tidak dalam bentuk sural perjanjian sehingga mempunyai
kekuatan hukum vang lebih kuat dan sempurna. Terutama untuk surat
pernyataan kekurangan luas, sedangkan untuk surat permyataan kelebihan luas
cukup dengan mengganti kepala  suratnya saja dengan “Surat
Perjanjian/Kesepakatan Kelebihan Luas™.

2. Demi kepastian hukum sebaiknya dikeluarkan atau dibuat Surat Keputusan
Kepala Kantor  Pertanahan Kabupaten Jember Tentang Tata Cara
Penyelesaian Selisih Luas antara Data Asal Pendaftaran Tanah dengan Hasil
Ukur.
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mengakihkan Hak/Kuasanya,
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SALINAN DARI PENDAFTARAN BUKU C A
Sebelum tanggal 24-09-1960 Lercatat atas nama b

No. 25082
Mama Img .........................................
Momor Bulku Pendaltaran Huruf © . 395........ BAWEHHIIINE U avmaersast i i
Desa / Kelurahan  ; JEMENOR................. Kabupaten . . JEMBER
Kecamatan : .,...... PARRAEG Cropinsi ; LUANA TDMUR ;

Sebagal bukll bahwa tanah-tanah tersebuat dibawah Inl dicatat namanya dalam buku

Pendaltaran Iurul C Desa / Kelurahan sebelum tanggal 24-09-1960 dan dimilik! nama
lersebul

LUAS MEKURLT
NOMOR FE PERUBAHAN
s HURLF.I?'L HI]EELSAAS BUKU PENDAFTARAN HURLF C KETERANGAN
BAGIAN PERSIL Ha. Da. SEBAB TANGGAL
1) hl‘
107 D.II 0,011 :

‘%ﬁ- |
s

ey
e,

“_hialw'{'il'

Jember, Tql B3 = Mol = 504

Yang Mengambil Turunan
licpala Desa / Kelurahan : . JRSEROR. ... .

P
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MODEL : E
No. 31354

SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN [ PENGUASAAN TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Mama s ol LT P R e S
Tyl. Lahlr/Umur lﬂntﬂnlﬂ'ﬂ
Kewarganegaraan: ., Indononis

Alamat : Iﬂl-Jﬂﬁhnﬂnr -

Dengan Inl menyatakan den
tersebut dalam
PRAOKC 5 o308 0ereer PRSI 1 el 0T i Klng I pres

flan scbenarnya bahwa sebldang tanah pekarangan / pertanlan

Terletak ol -
Jalan / Gang

Desa / Keluraban JE!IIE‘RLGR
Kabupalen : JEMBER

Dengan batas-batas .
Utara { ..‘...,........:!,.ﬂl;‘.'f.l....“.‘.......
HMUr 02 i e
Selatan DOPPPRTTRPINY o 1500 9 . (111

Baral  : ... 7T%..Ead

l. Betul sejak / sebelum *)
sah sampal sekarang,

2. Betu) belum bersertifikat / bEIUmM pernah dimohonkan sertifikat.

3. Betul tldak dalam keadaan sengketa,

4. Betul tidalk dijadikan Jamlnan hutang.

sreesnsnnnn, SUdah kami milikd / dimilikd *)

Demikian Surat Pernyataan Inl saya buat dengan sebenarnya, dan apablla dikemudian hari
terdapal kekeliruan balk sengala maupun tidak, maka saya bersedia dituntut secara perdata

dan alau pldana, serta bersama Inl pula saya membebaskan semua plhak yang terkait dengan
obyek tanah Inl darl segala tuntutan.

Jember, .76} 25.= X 9. 4.~ 2004
Yang membuat Pernyataan

(.. Ridnl... st zeel Aty

Mengetahul
Resa / Lurah . JEMBERIOR

LUMEN
JEMBLE ;wn

) Cowed jaeg byl puili
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Jesa f Keluraban o JENGERIOR

------ MODEL : F
Kecamalan ] P.I.'I'HMIG ' No. 11154
Rabupaten : JEMBER ‘

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawak Ini :

Alamal B0y JOMO T e ie——————
Pekerjaan . BoIAdnE o

ldentitas

Selaku pemohon pe.ugukuran dan pemllik L1nah
Jalan / Blok M e SRR e £ Ko E e A AR
Desa [ Kelurahan :  JEMPEEIOR

Kecamalan ] H‘Tmu
Kabupaten/Kodya : .. JFRER.......
S5eluas f et 110 M2y
~1r¢5.-5ﬁ x
Menyatakan bahwa ‘;ﬁ{'f-ﬁ ) n dy
W, B W
1. Atas bldang tanah tersebut It'mﬁg% tanda-tanda batasnya sebanyak ...4..... buah
dan telah memperolely . arl pemillk tanah yang berbat asan,
2. Tanda-landa balas ﬁrﬁ%ad luu / Besl / Rayu,
5

Alas bidang tanah larﬁgpag\aahnpai saalini tidak dljadlhan]aminan hutang atau diperjual-
bellkan dan tidak dalam{éﬁadaan senghketa,

Demlldan Pernyataan inl dibuat untuk keperluan permohonan pengukuran kepada lelmr
Pertanahan Kabupaten Jember.

Jember, Tgl

Rp. 6000,

:. - g Iﬂwm'[]m hﬂi }

*} Flamma Teranig
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Y [2.3Y.73.02. 0054 |
et e L o iy

- 12 ‘"“l""-"'" d4
mm% Tmmmm £V~ 3/ o83 1L o

i o D07 A
.......................................... f{ﬁ’jﬂjx’z)
% o dnif i(?ﬁ:j‘;’j & oy
GANMBAR J«J,JR et iy

~r Momor : eed Tatlium a‘Z.mLf
/ ‘7 ]3!‘;5

L @kam T SR G4y gt J ;‘-“(’P o
Nmmf:ﬁ ’eta Pendaftaran 49 A L), 083 08 -7, &fl?f
Nomor Foto Udara / Cﬁf- y
Desa/Kelurahan : wABar ,//
Ku-:mw_nm.un : 3 <

Kabupaten/Kotamadya

apiel - — 1
v L Ay baky viwe
. KETERANGAN PEMOLION S

oiipe? N

Memohon

Alamat %

Vi b
Tangal ,4@, %

Tanda tan 1gam, '.?

£8 T :L

L KETH ﬁmlmas;q PENGUEUR

: 2
I’Ln;,ukur,ffl.n.mn Hukum ; Carnagp, HP}M
Tangpal Pengukug

7- 6~ 2eo~]
Tanda Tangan s

LY. PERSETUJUAN BATAS BHIANCG 'J'f‘-.uJ.f'kJ |

(
Nama Tetangga yang Ber RLFEHHHEHH Tanda Tangan Persetujuan Tetangya

Ulara Pl oy - /G{ 1-/_,.-"!../
! Tlour P '“--‘-I‘ /
| '?G\uilvtﬂ-ﬂhﬂ

Bkl : ' ’,.;' M
¢ 1 1""“‘"“"‘_'* (I_E“"""‘a— 7 S ~ Barat s -

V. SKET LOKAS| fie_g

s
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PHRAT P RMNY AT R

Vg, beetanda i ilsealy g -

Hamn I .[an.lls'rmﬁ'_ﬁ

F
Al

Selwnf ity el bl 1 (peet g

Mama CNOBIITAUTOLG

Alnnal Xel,Jeuberler
M r, RMH@D
Alima Shiambenker. 20 .
Nama MUTUNE, (Bndnng)
Alamal oXal Jenkerier
ek L ORI o g
Alamag T . A
il AR A
Alnanat

2
Sedutfutnyn i sebpg P LT Chphifa

5%
Denpan inj men yatakan baljwg
Pihak T benar beng

peryitik
PATHAR 9ol Kﬂhl%ﬁ%b K
an X %

Piiak 17 benae Benar pemilik 143
Setelah eingdakan penpukurin olely
ftas o 148 yio beranj
Tethadap: kefebilian s terpebun, bk 1
yang kot It-rts!'-cm'fh-:'r.'..-lI-mr: ke
Desa'Keluralian caeherlor
Piuk 1 tidak akan fenn e
pengubkuran b

eluk

Pelugan e
aca kelehibian toay -

i g

Eodihinm Ientuk
cantlar Pertamabian Kalig

Pemilian guial PEERY It i kami Lo

- dan dapatiyy diperpunakan sehagai kelengloy

1
A

.'JFJ_J;L;I_;,ghi_I,IJLr'J». MU AR A

. ‘UtM‘J!@E_N{:;I TERSEDLT

¥ S ELURAIAN .
= _l]" E'{ﬂ.’u j( -llf i
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JUE i i I
.rl::"-. Iﬁ], -h"|.| |;J'rl | ] {
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Fanp echat g

bl piliak 1
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A deran sebicin nyn Ligy

Vg et [yl

WD EDIAN LU AS

JIML R [

"H... ILecarmatan
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N e
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sl (bl
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£ T

M L imbena ban Finlad s (ol pilak 11

Iyl
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BERITA ACARA KESAKSTAN

Pada hari ini .. . §edn tanggal .....R%.m. . ¥ad.=.200L.... kami yang
berlanda I.a’ngan dl bawah I|1i
I. Nama : . ADCH, ¥OER
Umur . .51 !“"‘
Alamal .1-‘11\!1mm...’:¥!’1....f,.¥3l. m‘rnrlu. Im..'l‘nﬁ:m;....; ...... i
PMekerjaan S 230<s buhue e MVsTNcattebo s Far bR e Re b bk rE e e ohr e
2. Nama L ) ¢ B
Umur L Tl‘mm b
Alamat : ...K!J..Jn"ﬂlu ............ PP e RS ¥ s o umean il bpanitos Sovesseh -
Pekerjaan o Xizegvegis

bengan Inl memberikan Kesakslan atas pemilikan / p \%an sebidang tanah
yang terletak di :

Jalan / Qang g ,_.fn, G f% e

RT. / RW. : .4'&,: iq», 1&.&.

Desa / Kelurahan - ffw}ﬂl‘h}.....,.uq_,{} .;.,1?,, " B ey A
Kecamatan : ..1....1:{4:5’&?5}........._,. '.L., o

Kabupaten : JEMBER ; " 110
Girik Nomor e O . 1‘;’? . Kas: #e3X Luas 200 m2
seteluh diadakan Vg un tor Pertananan terdapat Luas :148 M2
Dengan batas - batas seEi 1 ada Kelebinam Lum: : 38 M2,
Utara iihe ”-( .........................................................................
Timur : "’a*“?:r;ib
Sﬂlatﬂl"l s ITIIIIJ P- ﬂndﬂkﬂ -, 4
Baral : Iy, Mumtamat {Endang)..

LA R R L L T Ty

Bahwa tanah tersebut sejak tabun ......1960. .. ... dikuasal leh .. ASTORG

kemudian dlallhkan kepada .., RI4AL ISWARYUDT Hihah..! Tﬁ%ﬁép'i;’ﬂéﬁ?“ Na, 131’,1;" HB/
sampal saat inf dikuasal oleh .. RIZAL. ESWAREULT

adalah orang yang berhak atas tanah dimalksud.

----------------------------------------------------

Demikian Berita Acara Ini dibuat untuk dipergunakan sebagalmana mestinya.

chgcmhui Yang memberi Kesakslan :

r
o vt 4 7

L PG HAOER.
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Nt 100
NEFARA -

YO R AN T W PR AN AN MODEL : A

HAILEA IS A e
| D8 UM No. 37107

aftoar

L
anvers| O Postvers) don Pemoepr gt dhrimia e e,

[ Werversi dan Pemdsahnm .ooa bldang

cm__mli.unn liak [0 Pengalann Hatedan Pengedaon g e . 1 Vengalaeay @l Pemi=atin ... . bidang |

unohon, Kirasa
Harma
Fewananegaranan . ek jaan
Alimat :
snregang Hak / Penerin Hak Ir T

Miama ; Tal Lahir

Rewsrganegarann , peherjann : ; L

Alnmiat ] Telp I U b
Lok Tanall i o ! T

Jalan / Dusun g g S i : R T ki

Desa / Kelurahan o R U L M A

[Secamitan . e -.'J"-'.- ¥ . { kota/luar Rota') *)
eadaan Tanah < ey

Kepadatan Detail Padal / Sadang ¢ ]n:;:mp{l’{gs TEML uhi
‘cadann Tanah Marga T.'-Hr

Kemlringan Tanah 1 Beral f Sedang /g

Jarak ke Jalan Raya "

DUk Hals: THasan Tr::ln@%ﬁ i e .

Luas P e Y ey L TR e, L IHarga Dasar < Kp

i Tl Lahir
’ [ e
' R o S T - L

"enggunaan Tanalinya rumahaly t'ttmnn £ Lndn-ladin

feterangan fain-lafn

PERNITUNG AS wl_ SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN | PARAF

1| tSuilh Tavly masboetinns DA (26-089- 1860

soraturan Pemerinlal Mo, fiﬂf'lﬂﬂ.’i

:ﬁ.-Hl'u-Illl'. 1y Asll sk 1 Tt
. £ 1y Sallmae bdenn O Diesin [Mode] by ockivn i L
“..HI.”I. R R My ; ’5,. fl,l'u L, Tyl Tanay dan .
Warlsan Ill\‘- M Falo Copy Beawaoggon /b © Desi R e
Teratilan 1ak Bin: e e e s e b Berita Acia salisinn dan B
Wi 4 Sal I Py 2. Sural Pernyataan Menguisams Tanall *
- / Falinan . Lo | Sural Vermyataan Bepe smllilan (Model F)
Fanitia A » Transpoit K, B | sl Vevnyatann (Fedel Ty : : e
i 4 ernyataan Fanalitanal yang dipayal 'emohon | ———
Aoyir [ Hapus iz din elianga (FMOH) SKSRAI0AL 970) l
Fencalnlon Kp. B | Bl eeatlbans ik e S
Halk Tangoungnn g A Sieat Beteritgan Warls cian aban e = .
e ¥ : _Iq Perjunjlan Jus) l‘u:-ll -.Ea_gl.'.lil dan atau
Penguliuran If1e siiirrisiv et sbive ARG EIA gt Mo
(RETTRR tatinis .., 1w
SUMLAN . Q- qt;m LRI LAY vt RO e | =

y Fale Copy WIF Penjusl dan Pembell
| ot Copy 156 Pamoell

9, | Foto Copy Akta Perkaowloan

1| Pota Copy Bewarganegarann (WHI Suanl, tstil
L1 Falo € npy SPTT Terban)

L Liantl Minna

1%, Seay nsa

dember, il R e .
|'wnf'|.m'\1'm an Hiuml':

I } UL ] R T s [T RO e R e e R Y i
i) T 0 A T P S A R e (g PR T 20 b0 T i P AR RO | R PR 5. 1 E
L L I 1 0 R i T i e S v S 20 i ey Taw ehinebsenr pravelit faamggegal o y
4 [y 61 / )
Dierima bl i } .......................... I P e e e LS

Aon, BEPALA BANTOR PEICTAMNALLAN

Vi alkan mengalibkon LG 1!5,.-H-.:|asdr1y'1
KABUPATEN JEMBER &

s

® Digdaleh Do

\ Ak A rﬂr ﬂ“lfa[/{]% A

| ||l|n+«.'..-up-. |
MERAI Pty iy Y i |

wrgrnn b b et K
FE IR T o i | Iy sy
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ALINAN DARI PENDAFTARAN BUKU C
belum tanggal 24-09-1960 tercatat atas nama

LTI

ymor Buku Perdaftaran Huruf © A48
{ L BunbeTsaEda e

=53 / Kelurahan
PR L0 1 BT ke i MR S

=camatan

=bagal buktl bahwa tanah-tanah lerss
ndaftaran Huruf C Desa / Kelurahan sebe

MODEL : D
No. 57161

KAWCHAIANT 2§ ceerrrnrmmasasnsnmapsgrasesssinnsis
Wabupaten cer TOTRLG e vrerorsessnsansssasses
Propinsd o J AR TARDR o brrnesie

sl dibawal inl dicatal mamanya dalam buku
Jum tanoggal 24 09-1960 dan dimilitil nama tersebut

l

ﬂ.ﬂ— e — e e _.____.._____,.E"_...._.- Sr—
=EFS LUAS MENURUT
. PERUAAHAN
JOMOR PERSIL | £LAS BUKU PERDAFTARAN hunui | " HAN | ETERANGAN
aAGIAN PERsiL | DESA Ha. Do. | SEBAD | TANGGAL
]
791 DIIv 0.98,6

!

it

R

ﬂ%' o e |
ratlp et
Wit R

Jember, Tg! BN e pat s AO05 20 ...
yang Mengambll Turunan

Kepala Desa / tig,luraham e Bualerpard-

e 1t 1IIII1_:?"I|.'I1
O i o
A ..-_-'f‘r B i O
_._—-—'_'_'___
( ..Dxgv HARTONO, Mel

NIP: 010%257%494%-=
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MODEL : E
No. 37167 |

SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH

rang bertanda tangan dibawah ini, sayi :

Nama . Bupazdl .

EAded PR mEray

Tgl, Lahir/Umur 30 Juni 1843
Fewargancgaraan: U ey ee———s e R I T S

Pelerjaan oo BRI o coviinitienys ar e RN o OB U shas i ak b s bes ELb R Edan ks A P EETS
Alamal . Den Frulen, 05068, Faphoyews). Kuge. 80000, Tanyuxangl..

Dengan inl menyatalan dengan sthenmﬁy;q haliwit sebidang tanah pekarangan / peranian
tersebul dalam 1
Pelok C : &4%............ Persll : A0 W Wias ¢ B LY. LuBS OB H2 e

SPPT PR - [ .- O 1S TSR P T D

Terletak di 1
Jalan / Gang C Rangavan, Sale Il BT /RW @
Desa / Kelurahan | Bl S ypnaede s Keedinata
Kabupaten + JEMBER i

N T
Dengan batas-balas : - dfip. ¢ iy 4"}?5‘-{}
UBBPE | ) il ibss i uvtssaionsasssiiiopanns i IR LR NG
Thmur ..;r“,.]ﬁ.,,,....1..........1....,.....,.........f":ﬁ'-;-.“'f’.’;u:.ff B G
Selatan ¢ 0. DRI el sy T S - Y0t L
BAral 1 v TRLAI e eeiiryersibssiaraiisgeoNdae N o ———

"'I ":"h’h el “':-'I-‘.I" i
1. Betul sejak / sebelum *) tnr{?g,ai H‘:’G- BS.ciiiciiieine Sudah kaml miliki / dimillid °)
sah sampal sekarang, Wi,

5 Betul belum bersertifikat / betur pdinah dimehonkan sertifikat.
% Betul tdalk dalam keadaan senghéta.
4. Betul tidalk dlijadikan Jaminan hutang,

Demikian Surat Pernyataan [nl saya Duen wcgan s cnarnya, dan apablla dikemudian harl
terdapat kekellruan balk sengaja maupun tidak, maka saya bersedia dituntul secara perdata

dan atau pldana, serta bersama Inl pula saya membebaskan semua pihak yang terkait dengan
obyek tanah Inl darl segala tuntutan.

Jember, 0. Mezok.. 2005
yang membuat Pernyataan

Ifu.naﬂpinginuuﬁuuu“"uJ

Mengetahiul

t‘:_lspaln'nt*,-;;i Jrarah goanane paae g
Lk o

 —— —

Dre’, HARTONO, ®moi
(ot By Q10 25T A

L
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Desa [/ Kelurahan N Sl e N B, MODEL : IF

Kecamatan B i R s e e No 17167
Kabupaten r JEMBER

EDURI‘LI vy TATAAN

Yang bertanda tangan diliswealy i

MNamasa o e s B ey e L w A TR 2 S TR A LI
Alamat ot A e R L R R e T BT s o R PR Aol £ :
Pekerjaan : AT SN o oo ba SR e RS T 1
Identitas I DS i e o e R e eSS S

Selaku pemohon pengukuran dan pcnnl.:k dm:%gmg rln,tuk i}

; "'f
Jalan /Blok L L S #\ I 1" ga%

f"‘-"f- “\“‘ fk{; e
Desa/Kelurahan  © Goeniage \.—'t'. p.,”,;r,.,,'g,h ’ﬁ;e'*’ .................. b i e e PAE T .
Kecamatan sk "ﬁ‘tg:“q:w.a ; . AP PR oot
Kabupaten / Kodya & gl & ;‘*f?g“; ........................................... W o W

B g

Pt

Menyatakan bahwa ':.1 R

ey By :

1, Alas Lidang lanal Ll_rag.ﬁul telaly dipnsang ndia-tanda batasnya sebanyak .o buah
dan telah memperoleh perselujuan dart pemllik lanah yang Lerbatasan.

9. Tanda-landa batas lerscbul darl Belon / Best / Kayu.

3, Alas bidang tanah lerscbut sampal saat i tdak dijadilan jaminan hutang atau
diperjualbelikan dan ticdale dalam keadaan sengkela. ,

Demikian Pernyalaan Inl dibuat untulk keperluan perinohonan pengukuran kepada

Kantor Pertanahan Kabupalen Jember,

L

Jember, Tgl ... "’

vang Membuat Pernyataan

( %}J METERAIL
)] TEMPEL
P
/‘5-..;1 ’ A o o
T it
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rsitas Jembe

P,,ML e W8 /398 b5 [oge s
BADAN PERTANAHAN NASIONAL o /v Lampiran 41
KANTOR PERTANATIAN AR IR 34, ?‘7‘ Gh.2501y DI 107 A
ffdﬂrupﬁ}*ﬁd ........ E:‘J Gm ........... X"M aEE /mr 361’_' .;z_ﬁ.?.{ajl— Pt
1SQ u: r ((&-03- woy)
o A14 /iu"'
GAMEAR UKUR (lt-03-we »
Nomor: ..yaa ..o/ Tahun 3"’“—‘
2ad i &Tﬁ r,l"lf" ! "'

. LOKASI M43
Nomurlgetn Pendaltaran ‘i : E ~

QT Dlvin.

Nomor Foto Udara
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupalen/Kotamadya

L JERMMS R,

o 73-1'5”‘".-'-0]'?-—-(3'5:, &

I KETERANGAN PEMOHON

Pemaohon
Alamat
Tanggal
Tanda tangan

KETERANGAN I'ﬁ: '
b ?‘-“Eh ~‘

Peagukur/ Badan | [u\gu‘m »
Tanggal Pengukuran
Tanda Tangan

11,

WEU&\M

e e

IV,

PERSETUIUAN BATAS BIDANG TANAL

Nama Tetangga yang Derkepentingan

Tanda Tangan Persetujuan Tetangga

I, et & | Utara (

2 (57§ Timur S 4

1 (=i < Selatan ( ()

(5 ‘______ém-,rp_g ) Narat =

- = e Born Tl ﬁ" 1

- __ B = e rove Tl o
‘a""‘h\ &IU'EP*"

Vi SKET LOKASI =

N

\. .
e AQW"

1
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Hu*uruulummnmﬂ M MBS A
11{;mw LA EEL LR L!um-n

Yang bertundw bongia dibowuh o,

g é’?a KL uwﬁ.nruwn?; . *
A g ienIpAYes ¥ UNIVERSITAS AEEN |
Adamal : Rpthversari L {

Mk

Elengau bl sy kg habwaa

: Trl.het h:ﬂn
Kand brstar bediw pentilik tanall v terieink di Linghaupan 1 Dustin, oo » kelaralian
[Deka... Subecsary Yecamatan Spnbexnord...,, Fabupaten Jo

ubep, Pelok E. Tlu R [ | R
Persil No......on T8 Kiae, JPIV L Loas L 286 ﬁ? Seb, itk Loty ¢ oevennnos
w2, Fumuin !.I'i.ill.l_."l.l.li Al Jll'\]llhli

|fl_|,|1l}r iea Fana & ..'JU
RERRTRRR DU VAT R P LT TR <
EI.A'..] Lh dindukan  pengukuran oleh Baniu i".. %

u':l‘l.h wrdapar tuas - 899, -
N Leeort) ady eburaninan luas 3 . 8RN,
Padka gaat penulucan,

i penunjulian batss Lidang Gnsh
Terhadap  Lehurangan luae ternsl

dalany hienluk apapun h;lh

atl
Tensbier & kewwelion %
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